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BUPATI KONAWE SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan
kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara
pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesian
Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, untuk
memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan
kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan
standar pelayanan yang ditetapkan dengan keputusan
Kepala Dinas;

c¢. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan
Perizinan dan  Non Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kabupaten Konawe Selatan,

Mengingat  : 1, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724),

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu pintu ;
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Percepatan Berusaha (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara
Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum
Reformasi Birokrasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4
Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

17. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 62 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe
Selatan. (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2006 Nomor 62).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan Non
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan,
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan ini meliputi ruang lingkup pelayanan
administrasi Perizinan dan Non Perizinan yaitu :
a. Perizinan Berusaha secara Online Single Submission
(OSS); dan
b. Perizinan dan Non Perizinan non Online Single
Submission (OSS)

KETIGA Standar Pelayanan Perizinan berusaha sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a mempedomani
pada ketentuan Standar Pelayanan yang dikeluarkan
oleh Lembaga OSS, Sebagai berikut :

1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS melalui
alamat https://www.oss.go.id/oss/;

2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui
0Ss;

3. Pemohon Mendapatkan NIB , dan Perizinan Berusaha
melalui OSS;

4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen pada
DPMPTSP Kabupaten Konawe Selatan;

5. Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Konawe Selatan
Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke
tempat Lokasi Usaha (Jika diperlukan);

6. DPMPTSP Kabupaten Konawe Selatan Memberikan
Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan
Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS;

7. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen
dari OSS;
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KEEMPAT :

KELIMA

KEENAM

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan Non
Perizinan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib
dilaksanakan oleh penyelenggara sebagai acuan dalam
penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara,
aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan Non
Perizinan juga berlaku untuk Penyelengaraan Perizinan dan
Non Perizinan secara elektronik.

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada Tanggal 17 Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PelayapamNJerpadu Satu Pintu

a Muda, Gol. IV/c
199201 1 001
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